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Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok

di -
Solok

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang sebagaimanan telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kota Solok menyampaikan hal-hal sebagai berikut;
1) Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 1 Undang Undang Pemilihan yang menyatakan:

“Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah
penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.”

2) Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat 1 Undang Undang Pemilihan yang menyatakan :

(1) Debat publik/debat terbuka antarcalon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1)
huruf ¢ dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota.

(2) Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan secara langsung atau siaran tunda
melalui lembaga penyiaran publik.

(3) Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari
kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak
memihak kepada salah satu calon.

(4) Materi debat adalah visi, misi, dan program Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubernur,
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
dalam rangka:




3)

4)

6)

7)

8)

meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

memajukan daerah;

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

menyelesaikan persoalan daerah;

menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan

nasional; dan

f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

(5) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap
penyampaian materi debat dari setiap pasangan calon.

Qo T

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang

menyatakan :

(4) KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

(5) Penetapan jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) disusun dengan dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;

(6) Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal pelaksanaan
Kampanye berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang
menyatakan :

‘KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama tim Kampanye dan petugas
penghubung Pasangan Calon sesuai dengan tingkatannya yang telah didaftarkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota.”

Bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024
yang menyatakan :

“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan visi, misi, dan program sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dalam rangka pendidikan politik.”

Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024

yang menyatakan :

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ sampai dengan huruf f difasilitasi
oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan
belanja daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024

yang menyatakan :

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau
debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf ¢ paling banyak 3 (tiga) kali.

(5) Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menetapkan
kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka.

(6) Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti
debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota.

(7) Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan
kabupaten/kota masing-masing.

Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024

yang menyatakan :

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengundang partisipan dalam pelaksanaan
debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon.

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas
sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan
Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).




9)

10)

11)

12)

13)

14)

Bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024

yang menyatakan:

(1) Rapat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode
penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1) hurufd.;

(2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. selebaran; b. brosur;
c. pamflet; dan/atau d. poster.

Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024

yang menyatakan:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencetak bahan Kampanye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada
daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon;

(2) Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan
anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

(3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye
yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024

yang menyatakan:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan
alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e;

(2) Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame; b.
spanduk; dan/atau c. umbul-umbul.

Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024

yang menyatakan:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk
menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye.

(2) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan: a. Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubemur dan wakil gubemur; dan b.
Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota
dan wakil walikota.

(3) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau
badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.

(5) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari
pemungutan suara.

(6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan: a. Pasangan Calon; b. Partai
Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; c. Bawaslu Provinsi
atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan d. pemerintah daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024

yang menyatakan:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media
massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf f.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penayangan iklan
Kampanye.

(3) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa: a. tulisan; b. suara; c. gambar; dan/atau d. gabungan antara tulisan, suara,
dan/atau gambar.

(4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan,
ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024

yang menyatakan:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan media
massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 31 ayat (1) setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media
massa elektronik.

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memberikan kesempatan dan alokasi waktu
yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

15) Bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024
yang menyatakan:
(5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
(6) Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum
berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.

16) Bahwa berdasarkan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024
yang menyatakan:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran
Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran berlangganan memberikan
alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan
menyiarkan kegiatan Kampanye.

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran
komunitas untuk dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada
masyarakat.

17) Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024
yang menyatakan:
“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan media massa cetak,
media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring yang menyediakan rubrik khusus
pemberitaan kegiatan Kampanye untuk berlaku adil dan berimbang.”

18) Bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024
yang menyatakan:

“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kementerian/lembaga,

pemerintah daerah, perangkat kecamatan, perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk memberikan:

a. kesempatan yang sama kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam penggunaan fasilitas
umum untuk penyampaian materi Kampanye; dan

b. perlakuan yang sama serta tidak menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim
Kampanye.”

C. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai bentuk pencegahan, Bawaslu Kota Solok
mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok agar:

1. Melaksanakan Tahapan dan Jadwal Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Solok sesuai dengan mempedomani ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan;

2. Melaksanakan tahapan Tahapan Kampanye pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok
Tahun 2024 di Kota Solok sesuai dengan lampiran | PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota.

Demikian Imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan
terimakasih.
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Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat



